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PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 8 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK HIBURAN. 

MEMUTUSKAN: 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk 
Bintuni Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, per1u mengatur dan 
menetapkan peraturan pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
pertu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
tentang Pelaksanaan Peraturan Oaerah- Kabupaten Teluk Blntuni Nomor 
6 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. 

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembantukan 
Kabupaten Samii, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, 
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Oigoel, Kabipaten Mappi, Kabupaten 
Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di 
Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4245); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

4. Peraturan Daerah Kabupate_n Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni 
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 
Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk 
Bintuni Nomor 35). 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupatl lni yang dimaksud dengan: 
1. Oaerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni. 
3. Bupati adalah Bupati Teluk Blntunl. 
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajaken Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang·undangan. 
s. Olnas Pendapatan Oaerah adalah Olnas Pendapatan Oaerah Kabupaten Teluk Blntuni. 
6. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tldak melakukan usaha yang mellputl perseroan terbatas, 
perseroan komandlter, perseroan lalnnya, Sadan Usaha Mlllk Negara (SUMN), atau Sadan 
Usaha Milik Oaerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, finna, kongsi, 
koperasl, dana penslun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
lnvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Wajib Pajak adalah orang pribadl atau Sadan, meliputl pembayar pajak, pemotong pajak, 
dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangunda,:i!l~n perpajakan daerah. 

8. Hlburan adalah semua jenls tontonan. pertunjukan, pennainan. dan/atau keramalan yang 
dinikmati dengan dipungut bayaran. 

9. Pajak Hlburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hlburan. 
1 o. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 

aubjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 
kepada Wajlb Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPO adalah nomor yang 
diberlkan kepada Wajlb Pajak Oaerah sebagal sarana dalam admlnistrasl perpajakan yang 
dlpergunakan sebagal tanda pengenal dlrl atau ldentltas Wajlb Pajak Oaerah dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan 
perundangundangan perpajakan daerah. 

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah aurat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghltungan dan/atau pembayaran pajak, 
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesual dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

13. Surat Setoran Pajak Oaerah, yang selanjutnya dlsingkat SSPD adalah buktl pembayaran 
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formullr atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Bupatl. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sankal admlnlatratlf, dan jumlah 
pajak yang maslh harus dibayar. 

15. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan. yang selanJutnya disingkat 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas Jumlah pajak 
yang telah ditetapkan. 

16. Surat Ketetapsn Pajak Oaerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB. adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajaJ< karena 
Jumlah kredit pajak leblh besar darl pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang setanivtnya disingkat SKPON, adalah Surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumleh pokok pajak sama besarnvo ,..& .... -- · 
kredit pajak atau pajak tidak terutano ,fan +;,. .. ,. - ., · 

' 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

; 



Pasal 3 . 
(1) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan meiapor1<an usahanya sebagaimana 

dlmaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagal Wajlb Pajak dan dlberikan NPWPD, 
sebagaimana tercantum dalam l.amoiran II PPr::ah tr-=an At'" ...... ini 

Pasal2 
(1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap 

Wajlb Pajak. 
(2) Keglatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) diawali dengan 

memper9lapkan dokumen yang diperfukan, berupa formulir pendaftaran aebagalmana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini serta diberikan kepada Wajib Pajak. 

(3) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajlb mendaftarkan dlri dan 
melapor1<an usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dengan dilampiri: 
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara lndonesla (WNI) atau 

Paspor bagi Warga Negara Asing r,NNA); 
b. akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum; 
c. ijin yang dimiliki dan/atau Surat Pemyataan Segera mengurus Perijinan bagi yang 

belum memilikl ijin; 
d. surat pemyataan operaslonal; dan 
e. denahlokasiusaha. 

(4) Setelah dokumen sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diaerahkan kepada 
Wajlb Pajak, Wajlb Pajak menglsl formullr pendaftaran dan pendataan dengan jelas, 
lengkap dan benar dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah. 

BAB II 
TATA CARA PENOAFTARAN DAN PENDATAAN 

18. Surat Tagihan Pajak Oaerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau donda. 

19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
persturan perundang-undangsn perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Oaerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Oaerah Nlhll, Surat Ketetapan Pajak Oaerah Leblh Bayar, Surat Tagihan 
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan etas keberatan terhadap Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Ku!ang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Oaerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah leblh Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan lnformasi keuangan yang meliputl harta, kewajiban, modal, 
penghasllan dan blaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
untuk perfode Tahun Pajak tersebut. 

23. Pemeriksa Pajak Oaerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil 
di llngkungan Pemerintah Oaerah atau tenaga ahll yang ditunjuk oleh BupaU dlberi tugas 
untuk melaksen1kan pemerlksaan di bldang Pajak Oaerah. 



Pasal8 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 

menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal: 

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak 
atau kurang dlbayar; 

2. Jlka SPTPO tldak dlsampaikan kepada Bupatl dalam jangka waktu tertentu dan 
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana 
dltentukan dalam aurat teguran; 

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara 
jabatan. 

b. SKPOKBT jika dltemukan data baru oarvatau data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak 
atau pajak tidak terutang dan tldak ada kredit pajak. 

(2) SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebegaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan 
kepada Wajlb Pajak oleh petugas pada Dinas Pendapatan Daerah. 

Pasal7 
(1) Untuk menyampaikan SPTPD dalam memenuhi kewajiban Perpajakan eebagalmana 

dlmakaud dalam Passi 6, Wajlb Pajak dapat diberikan Surat Pemberttahuan/Teguran 
aebagalmana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Bupati lnl. 

(2) Bentuk dan lsi SPTPD adalah aebagalmana tercantum dalam Lampiran JV Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal6 
(1) SPTPD hen.is dlsampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tlga) hari aetelah berakhimya 

masa pajak, dengan dllamplrkan keterangan dan/atau dokumen pendukung. 
(2) Apabila batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari 

llbur, batH waktu penyampalan SPTPD Jatuh pada hart kerja berikutnya. 

Pasal5 
(1) Wajlb Pajak wajlb menghltung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan aendiri pajak 

yang terutang dengan menggunakan SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan 

dltandatanganl oleh Wajlb Pajak atau Kuasanya. 

BAB Ill . 
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

NPVvPD dicabut apabila : 
a. kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dinyatakan tutup yang dibuktlkan 

dengan surat keterangan dari lnstansl yang berwenang; 
b. tidak memiliki utang pajak; 
c. ljin operaaional dicabut; 
d. allh kontrak/gantl pemllik; 
e. ada putusan pengadilan yang menyatakan usaha pallit. 

Pesal 4 

(2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila 
Wajib Pajak tldak melaksanakan kewajlban sebagaimana dlmakaud pada ay3t (1) dan telah 
dlberikan aurat teguran sebanyak 2 (dua) kall. 

.. ~ 



Pasal 13 
(1) Pajak yang maaih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 

Pasal 12 
(1) Pembayaran Pajak harus dllakukan sekaligus atau lunas. 
(2) Pembayaran Pajak dllaksanakan paling lambat 30 {tlga puluh) hari setelah berakhimya 

masa pajak. 

.. 

Pasal 11 
(1} Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas 

Pendapatan Daerah. 
(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Oinas Pendapatan 

Oaerah, haall penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (aatu) hari 
kerja. 

(3) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau eek, atau dengan 
cara transfer, baru dapat dlnyatakan sah apablla telah dlbukukan pada Bendahara 
Penerima pada Dines Pendapatan Daerah. 

(4) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti 
pembayaran Pajak. 

(5) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini. 

(6) Bentuk dan isl SSPD yang diketuarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagal tempat 
pembayaran Pajak adalah dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5). 

BABIV 
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN 

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal10 
Kegiatan Penetapan secara jabatan terdiri dari: 
a. membuat Neta Perhltungan Pajak atas dasar Kartu Data dari hasll pemertkuan dan/atau 

keterangan lain, karena SPTPD tldak dlsampaikan dan telah dlsampalkan Surat Teguran 
untuk memasukkan SPTPD. 

b. menerbitkan SKPDKB dan membuat Dafter SKPDKB atas dasar Nota Perhitungan Pajak 
Daerah. 

c. menerbitkan SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 

d. apabila SKPDKB/SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang bayar dan dikenakan sanksi 
admlnlstratif berupa bunga dengan menerbitkan STPD. 

e. bentuk dan Isl STPD adalah sebagalmana tercantum dalam Lamplran VI Peraturan Bupati 
inl. 

Pasal9 
(1) Wajlb Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD dan dlcatat dalam Kartu Oata 

oleh petugas pada Dinas Pendapatan Daerah. 
(2) Berdasarkan Kartu Data dan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Petugas pada Dinas 

Pendapatan Daerah membuat Nota Perhltungan dengan cara menghltung Jumlah pajak 
terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam Kartu Data. 

(3) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN adalah sebagaimana tercantum daJam 
Lampiran V Peraturan Bupati lnl. 



Pasal 15 
(1) Surat teguran sebagal awal tlndaken pelaksanaan penaglhan pajak, dlkeluar1<.an 7 (tujuh) 

harl kerja sejak eaat jatuh tempo pembayaran. 
(2) Dalam jangka 7 {tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi 

Pajak yang terutang. 
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas 

Pendapatan Oaerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati lni. 

.. 

BABVI 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 14 
(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling aedlklt Rp.300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) per tahun wajlb menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan aecara tertib, teratur 

dan benar aeaual dengan norma pembukuan yang ber1aku. · 
(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

menghitung besamya pajak terutang. 

BABV 
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbltkan. 

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulls kepada BupatJ untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut utang pajak, dalam hal Wejlb Pajak 
mengalaml kesulitan llkuidltas atau mengalaml keadaan diluar kekuasaannya sehingga 
Wajib Pajak tldak akan mampu memenuhl kewajiban pajak pada waktunya. 

(3) Parmohonan Wajlb Pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), harus diajukan secara 
tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai 
dengan alaaan dan bukti yang mendukung permohonan, serta : 
a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran. dan besamya 

angsuran; atau 
b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. 

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib 
Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak 
mampu melunasl utang pajak tepat pada waktunya. 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan dengan menggunakan 
formulir sebagalmana tercantum dalam Lamplran VIII Peraturan Bupatl lnl. 

(6) Surat permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) ditelltl untuk dljadlkan bahan 
dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran dan/atau Surat Persetujuan Penundaan 
Pembayaran. 

(7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat 
yang dltunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan 
pembayaran pajak. 

(8) Surat Perjanjian Angsuran, Surat t,Jersetujuan Penundaan Pembayaran dan Surat 
Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran adalah sebagalmana 
tercantum dalam Lamplran IX Peraturan Bupatl ini. 



Pasal21 
(1) Vl/ajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan 

pengurangan atau penghapusan sanksl adminlstratif . 
(2) Pengurangan atau penghapusan sanksl administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ), dalam hal sankal tersebut dlkenakan karena kekhllafan Wajlb Pajak atau bukan karena 
kesalahannya. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai 
bertkut: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD; 
b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 

memberlkan alasan yang mendukung permohonannya; 
c. Wcijib Pajak telah melunasi pajak yang terutanq; dan 

.. 

BAB VII 
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN 

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

Pasal20 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan 

pajak yang menylmpang dari Jadwal waktu yang telah ditentukan sebagalmana dlmak1ud 
dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, dengan memperhatlkan sltuasl dan 
kondisi. 

(2) Penaglhan seketfka dan sekallgus atas jumlah Pajak yang masih harus dlbayar dllakukan 
oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Pertntah Penaglhan Pajak SeketJka dan 
Sekaligus. 

(3) Terhadap Wajlb Pajak yang tldak memenuhl ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam 
Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surwt Paksa, Surat Perintah 
Membayar Pajak, 1erta pennlntaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa 
memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan. 

Pasal 19 
Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan hari, tanggal, 
jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis 
kepada Wajlb Pajak. 

Passi 18 
Setelah lewat 10 {sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
mengajukan permlntaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Letang (KPKNL) 
untuk melaksanakan lelang. 

Pasal 17 
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 {dua kali dua puluh 
empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima Wajib Pajak, Bupati atau 
Pejabat yang dltunJuk segera menerbltkan Surat Perintah Melaksanakan Penyltaan. 

Pasal 16 
(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dllunasl dalam jangka waktu 

sebagaimana dltentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dlbayar dltagih 
dengan Surat Paksa. 

(2) Bupatl atau Pejabat yang dltunjuk menerbltkan Surat Paksa aetelah lawat 21 (dua puluh 
satu) har1 sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yarlg sejenis. 



Pasal24 
(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat berupa mengabulkan 

sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak. 
(2) Wajlb Pajak dapat memlnta secara tertulls kepada Bupatl mengenal alasan ysng menjadi 

dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ). 

(3) Bupatl atau Pejabat yang dltunjuk memberlkan keterangan secara tertulis atas pem,intaan 
Wajlb Pajak eebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal23 
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Passi 22 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati lnl dan hanya dapat dlajukan oleh Wajib 
Pajak 1 (satu) kali. 

(2) Bupatl atau Pejabat yang ditunjuk harus member! keputuHn atH permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal diterimanya permohonan. 

(3) Apablla dalam Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan 
oleh Wajlb Pajak dlanggap dlkabulkan Bupati atau Pejabat yang dltunjuk harus 
menerbltkan keputusan sesual dengan permohonan yang dlajukan. 

Pasal22 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupatl untuk mtndapatkan 

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. 
(2) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

dalam hal: 
a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB yang tidak benar; 
b. mi!ngurangkan atau membatalkan STPD; 
c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau 

dlterbltkan tldak sesual dengan tata cara yang ditentukan; dan 
d. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertlmbangan kemampuan 

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu .objek palak. 
(3) Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhl persy1ratan aebagai 

berikut: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pengurangan atau pembatalan sebagaimana 

dlmaksud pada ayat (2); 
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 
c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib 

Pajak dlsertal dengan alasan yang mendukung permohonannya; 
d. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan 

harus dilamplrl dengan surat kuasa khusus. 
(4) Permchonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tidak dapat dipertimbangkan. 

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib ?e1jc:1i<, surat permohonan teraebut harua dilampiri 
dengan surat kuasa khusus. 

(4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
tldak dapat dlpertlmbangkan. 



Pasal26 
(1) Pemerfksaan untuk mengujl kepatuhan Wajib Pajak dalam menghltung, menyetor. dan 

melaporkan paJak terhutang adalah sekurang-kurangnya sekall dalam 6 (enam) bulan. 
(2) Tujuan Pemeriksaan adatah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah dan pelakaanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj1kan. 
(3) Bentuk pemeriksaan terdiri dari: 

a. pemeriksaan lengkap; dan 
b. pemeriksaan aederhana 

(4) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di tempat 
Wajib Pajak· mellputi seluruh jenls pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 
sebelumnya yang dllakukan dengan menerapkan teknlk pemerlksaan yang lazim 
digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. 

(5) Pemerlksaan Sederhana eebagalmana dlmaksud pada ayat (3) huruf b dapat dllakukan: 
a. Di lapangan meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 

sebelumnya yang diadakan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan 
kedalaman y1ng sederhana; 

b. di kantor meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan 
menerapkan teknlk pemeriksaan dengan bobot sederhana. 

BABIX 
TATA CARA PEMERIK$AAN PAJAK 

Pasal25 
(1) Wajlb Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupatl untuk pengemballan keleblhan 

pembayaran pajak sebagalmana tercantum datam Lamplran XII Peraturan Bupatl lni. 
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan 

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dalam Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan aejak tanggal diterimanya permohonan. 

(3) Apablla dalam jangka waktu aebagaimana dimaksud pads ayat (2) telah lewat dan Bupati 
atau Pejabat yang dltunjuk tldak memberl suatu keputusan, permohonan yang dlajukan 
oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau Pejabat harus menerbitkan 
keputusan sesual dengan permohonan yang dlajukan. 

(4) Apablla Wajlb Pajak mempunyal utang pajak lalnnya, keleblhan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 :c:i,,~sung diperhltungkan untuk melunasl ter1ebih 
dahulu utang pajak dimaksud. 

(5) Apabila setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya temyata kelebihan pembayaran 
pajak, kurang/sama dengan utang pajak lalnnya tersebut maka Wajib Pajak menerima bukti 
pemlndahbukuan, sebagal buktl pembayaran/kompensast dengan paj1k terut.ang 
dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan. 

(6) Apabila utang pajak setetah diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan 
pembayaran pajak temyata lebih, maka Waj!b Pajak akan menerima bukti pemindahbukuan 
dan sebagai bukti pembayaran/ kompensasi SKPDLB harus diterbitkan. 

(7) Pengemballan keleblhan pembayaran pajak dllakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Pajak (SPMKP). 

(8) Bentuk dan Isl SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati inl. 

BAB VIII 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 



Pasal28 
(1) Pelaksanaan Pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut: 

a. pemeriksaan dapat dllakukan oleh seorang atau lebih Pemerlksa; 
b. pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Pemeriksa, di Kantor Wajib Pajak atau di tempat 

uaaha atau di tempat tfnggal atau dltempat lain yang dlduga ad1 kaltannya dengan 
keglatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh 
Bupati; 

... 

Pasal27 
(1) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma 

pemeriksaan sebagal berikut: 
a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat 

Perlntah Pemerlkaaan; 
b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan 

kepada Wajib Pajak; 
c. pemeriksa wajlb memper1ihatkan tanda pengenal pemerikaa dan Surat Perintah 

Pemerlksaan kepada Wajib Pajak; 
d. pemerikaa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak 

yang akan dipertksa; 
e. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan; 
f. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajlb Pajak tentang hasil 

pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil pe,meriksaan; 
g. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 

yang dlplnjam dari Wajlb Pajak paling lama 14 (empat betas) hari sejak selesainya 
pemeriksaan; 

h. pemeriksa dilarang memberltahukan kepada pihak lain yang tidak berhak aegala 
sesuatu yang dlketahul atau dlberltahukan kepadanya oleh Wajlb Pajak dalam rangka 
pemeriksaan; 

i. pemeriksa wajlb member! petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan 
pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban 
perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar 
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajlban perpajakan 
untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ber1aku. 

(2) Pemertksa dalam melakukan pemeriksaan di Kantor berpedoman pada norma 
pemerfksaan sebagal bertkut : 
a. pemeriksa menyampaikan surat ~a, ,ygilan yang ditandatangani oleh Bupati atau 

Pejabat untuk memanggll Wajlb Pajak agar datang ke Kantor Olnaa Pendapatan 
Oaerah dalam rangka pemeriksaan; 

b. pemeriksa wajlb melaksanakan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
yang akan dlperfksa; 

c. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan; 
d. pemerikaa wajlb memberitahukan secara tertulls kepada Wajlb Pajak tertL&ng hasil 

pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasll pemeriksaan; 
e. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 

yang dlplnjam dart Wajlb Pajak paling lama 7 (tujuh) hart sejak aeleaalnya pemerikuan; 
f. pemerik1a dllarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak aegala 

aesuatu yang dlketahul atau dlberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 
pemeriksaan; 

g. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan 
pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban 
perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar 
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan 
untuk tahun-tahun selanjutnya dllaksanakan sesual dengan ketentuan yang bertaku. 



Pasa!29 
(1) Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut : 

a. pemerlksaan dapat dilakukan oleh Pemeriksa yang telah mendapat Pendldikan Teknis 
Pemeriksa Pajak Daerah dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa; 

b. pemerlksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdlan, beraifat 
terbuka, sopan dan obyektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela; 

c. pemeriksaan harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan menggunakan gambaran yang 
seau•I dengan keadaan ,ebenamya tentang Wajlb Pajak: 

d. temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan 
untuk menyusun Laporan Pemeriksaan. 

(2) Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan audidi, sebagal berikut : 
a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan program pemeriksaan, sesuai 

dengan tujuan pemerikaaan dan dengan pengawasan yang seksama: 
b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus 

dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, tanya 
jawab dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan; 

c. pendapat dan kesimpulan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan 
bertandaskan perah.Jran perundang-undangan perpajakan daerah. 

(3) Pedoman Laporan Pemerlksean adalah sebagai berikut : 
a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas sesuai dengan ruang 

llngkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemerlksaan yang dldukung bukti 
yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi 
lain yang diper1ukan; 

.. 

c. pcmeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan diluar jam kerja jika 
dipandang perfu; 

d. hasll pemerlksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan; 
e. hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak dibuatkan Surat 

Pemyataan tentang persetujuan dan ditandatanganl oleh Wajlb Pajak yang 
bersangkutan; 

f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh 
Wajlb Pajak, dllakukan Pembahaaan Akhlr P~merlksaan: 

g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan diterbitkan Si<PDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau 
STPD; 

(2) Wajlb Pajak saat dlperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan sebagal berlkut : 
a. Wajib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di 

Kantor ae,ual dengan waktu yang dltentukan: 
b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk mempertihatkan Surat Perintah 

Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa; 
c. Wajlb Pajak berhak memlnta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang 

maksud dan tujuan pemeriksaan; 
d. Wajlb Pajak berhak memlnta kepada Pemeriksa rlnclan yang berkenaan dengan hal-hal 

yang bei1:>eda antara hasll pemerlksaan dengan SPTPD: 
e. Wajib Pajak wajib menandatangani surat pemyataan persetujuan apabila seluruh hasil 

pemerikaaan disetujui; 
f. Wajib Pajak wajib menandatangani Serita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil 

pemeriksaan tersebut tldak seluruhnya dlsetujui; 
g. Wajlb Pajak wajlb memenuhl permlntaan pemlnjaman buku-buku, catatan dan dokumen 

yang diperfukan untuk kelancaran pemeriksaan; 
h. Wajib Pajak wajib memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dlanggap per1u dan member! bantuan guna kelancaran pemer1ksaan; 
i. Wajib Pajak wajlb memberikan keterangan yang diper1ukan. 

-------------------- 



Pasal31 
(1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajlb Pajak atau Wakil atau 

Kuasanya tldak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada plhak yang 
mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas 
kewenangannya, dan eelanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada keaempatan 
berikutnya. 

(2) Untuk keper1uan pengamanan pemerlksaan, sebelum pemeriksoan lapangan ditunda, 
Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang dlpertukan. 

(3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan 
eebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya tidak juga 
ada dltempat pemerlkaaan tetap dllaksanakan dengan terteblh dahulu memlnta Pegawai 
Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran 
pemeriksaan. 

Pasal30 
(1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dengan cara : 

a. memerikse Tenda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagal bukti pelunasan 
kewajiban perpajakan daerah; 

b. memerlksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lalnnya terma1uk keluaran 
dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; 

c. memlnjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari 
media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lalnnya dengan memberikan 
tanda terima; 

d. memlnta keterangan llsan dan/atau tertulis darl Wajib Pajak yang dlperlksa; 
e. memasukl tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menytmpan dokumen, 

uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak 
dan/atau tempat-tempat lain yang dlanggap penti_ng serta melakukan pemeriksaan 
ditempattempat teraebut; 

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apablla Wajib Pajak 
atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasukl tempat atau 
ruangan dimaksud atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan; 

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diper1ukan dari pihak ketiga yang mempunyai 
hubungan dengan Wajlb Pajak yang dlperiksa. 

(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dengan cara : 
a. memberltahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku. 

catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan 
perangkat elektronik pengolahan data lainnya; 

b. memlnjam buku·buku, catatan dan dokumen pendukung lalnnya termasuk keluaran dari 
media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan 
tanda terima; 

c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lalnnya termasuk keluaran 
dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya; 

d. memlnta keterangan llsan dan/atau tertulls dari Wajib Pajak yang diperikaa; 
e. memlnta keterangan danlatau bukti yang diperlukan dari pihak ketlga yang mempunyai 

hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 

b. laporan pemeriksaan yang berl<aitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat 
Pemberltahuan Pajak Daerah harus memperhatlkan : 
1. faktor pembandlng; 
2. nilai absolut dari penyimpangan; 
3. alfat, bukU dan petunjuk adanyLi ;:,.::~:,lmpangan; 
4. pengaruh penyimpangan; 
5. hubungan dengan permasalahan lainnya. 



Pasal34 
(1) Pemerlksaan· Pajak dilakukan dalam rangka memeriksa SPTPD dan data pendukung 

lalnnya untuk menerbltkan SKPON. SKPDKB, SKPDKBT, atau STPO. 
(2) Sasaran Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut : 

a. memerlksa Karcis Tenda Masuk yang telah diporporasi dan menggunakan nomor urut 
tercetak; 

b. memeriksa Buku Kas, Rekening Koran, Catatan persediaan Karcis Tanda Masuk, 
laporan Jumlah pengunjung; 

c. memeriksa laporan penerimaan kas; 
d. memeriksa pembayaran service dan bukti pembayaran service; 

BABX 
TEKNIS PEMERIKSAAN PAJAK 

... 

Pasal33 
(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap 

diselesaikan waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. 
(2) Pembertan tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 7 {tujuh) hari 

setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. 
(3) Hasil Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan 

selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak. 
(4) Apabila Wajib Pajak tldak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

atau tidak menghadirt pembahasan akhlr hasil pemertksaan, SKPOKB, SKPOKBT. atau 
STPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada 
Wajib Pajak. 

(5) Pemberltahuan hasll pemerfksaan kepada Wajib Pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat 
(3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan. · 

(6) Apablla dalam pemerlksaan ditemukan buktl permulaan tentang adanya tlndak pidana 
dibidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat 
Laporan Pemeriksaan. 

Pasal32 
(1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan 

SKPDN, SKPDKf:s, SKPDKBT, atau ST:-'D stau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Apabila penghitungan besamya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau 
STPO aebagalmana dlmakaud pada ayat (1) berbeda dengan SPTPO, perbed••n be11mya 
pajak dlberltahukan kepada Wajib Pajak. 

(4) Apabila Wajib Pajak atau Wakilnya atau Kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki 
tempat atau ruangan yang dlanggap perlu dan tldak memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan Wajlb Pajak atau Wakllnya atau Kuasanya 
harus menandatangani Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan. 

(5) Apablla Pegawal Wajlb Pajak yang dlmlnta mewakill Wajlb Pajak sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan yang bersangkutan harus 
menandatangani Surat Pemyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan. 

(6) Apablla terjadl penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) atau ayat (5), Pemeriksa membuat Serita Acara Penolakan Pemeriksaan yang 
ditandatanganl oleh Pemeriksa. 

(7) Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan. Surat Pemyataan Penolakan Membantu 
Kelancaran Pemerlksaan dan Serita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (4). ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan 
besamya pajak terutang secara Jabatan atau dilakukan penyidikan. 



Pasal38 
(1) Ruang llngkup Penghapusan Piutang Pajak yang menjadl kewenangan Oaerah meliputi 

l<ewajlban pokok Pajak, bunga dan/atau denda admlnlstratlf yang tertunggak sampai 
dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam 
SKPDKB, SKPOKBT, STPD. Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan. 
Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif. 

(2) Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan 
Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan 
Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda daoat rlih~""~"~" ...... -1.a- ,..._. • 

BABXI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Pasal37 
Blanko yang dipergunakan dalam Pemeriksaan Pajak Daerah seperti Program Pemeriksaan 
Pajak Daerah, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah. 
Rekapltulasl SPTPD. Rekapitulasl SSPD dan Serita Acara Pemerlksaan Pajak Oaerah adalah 
sebagaimana tercsntum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini. 

Pasal36 
(1) Oalam penetapan jabatan, media yang harus diperhatikan adalah sebagal berikut : 

a. Surat Tugas Pemerlksaan dan Surat perlhat permlntaan untuk menyerahkan data oleh 
Wajlb Pajak; 

b. Serita Acara Penolakan Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 
apabila Surat Pemyataan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; 

c. Serita Acara Penolakan Penandatanganan Serita Acara Hasil Pemeriksaan; 
d. Bertt1 Ae.ra Ketldakh1dlr1n Wajlb Pajak. 

(2) Prosedur pelaksanaan penetapan secara jabatan : 
a. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan tahun/periode 

sebelumnya, kemudlan di rekapitulasi dan diberikan komentar SPTPD dan SSPD untuk 
periode yang diperiksa; 

b. melakukan pengamatan dan membuat Serita Acara; 
c. membuat perbandlngan antara lain th,n:,di<Si dengan nilai SSPO; 
d. menghitung kewajiban pajak terutang; 
e. menyusun Laporan Hasll Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPO); 
f. membuat SKPDN, SKPDKB. SKPDKBT dan STPD 

.. 

Pasal35 
(1) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan yang dibuat dan/atau bukti yang 

dikumpulkan oleh pemeriksa pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemerlksaan yang 
disusun secara sistematis, sehingga merupakan rekaman dari semua temuan, kejadian, 
dan data yang dlperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksanya. 

(2) Materi KKP meliputi : 
a. ldentitas Wajib Pajak Oaerah; 
b. Uralan hasil pengamatan lapangan terhadap usaha Wajib Pajak; 
c. Dasar Penqenaan Pajak Daerah; 
d. Piutang Pajak Oaerah. 

(3) Uralan hllll pemertksaan mellputi : 
a. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyampaian SPTPD; 
b. hasll pemeriksaan terhad1p ketaatan penyetoran pajak terutang melalui SSPO; 
c. hasil pemeriksaan terhadap sistem pencatatan atau pembukuan yang digunakan oleh 

wajib pajak; 
d. hasll pemerlksaan terhadap penggunaan 8111 porporasi; 



Pasal 42 
(1) Pada setlap akhir Tahun takwim, Kepala Bidang Penagihan pada Oinas Pendapatan 

Daerah menyampaikan Dafter Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Dafter Cadangan 
Penghapusan Plutang Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan. 

(2) Oaftar Usulan Pe11ghapusan Piutang P?]~-" Jan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang 
Pajak aebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : 
a. nama Wajlb Pajak dan Penanggung Pajak; 
b. alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak; 
c. Nomor Pokok Wajlb Pajak Oaerah (NPWPD); 
d. jenis Pajak; 
e. tahun Pajak; 
f. Jumlah Plutang Pajak yang akan dlhapuskan atau yang akan dlcadangkan untuk 

dihapus; 
g. tlndakan penagihan yang pemah dltakukan; dan 
h. alasan dlhapuskan atau dicadangkan untuk dihapus. 

Pasal 41 
Piutang Pajak sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak dllakukan lagl tindakan 
penagihan. 

Pasal40 
(1) Piutang Pajak sebagalmana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Wajib Pajak terteblh dahulu 

dltatausahakan sebagal plutang pajak daerah dan telah dllakukan upaya tlndakan 
penagihan berdasari<an peraturan perundang-undangan yang ber1aku. 

(2) Plutang . Pajak yang tldak dapat atau tidak mungkin ditaglh lagl akan tetapl belum 
kedaluwarsa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ter1eblh dahulu dimasukkan 
ke dalam buku Oaftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak. 

Pasal39 
(1} Plutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPO, Surat Keputusan 

Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangen, Penghapusan 
Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan 
penaglhan belum kedaluwar1a dapat dihapuskan apablla piutang Pajak Oaerah ter1ebut 
tidek dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. 

(2) Plutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah : 
a. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggat dunia dengan tidak meninggalkan harta 

warisan dan tldak mempunyal ahll waris; 
b. Wajlb Pajak/penanggung Pajak tldak mempunyal harta kekayaan lagl; 
c. Wajlb Pajak/penanggung Pajak dlnyatakan Pailit berdasari<an keputuaan pengadilan, 

dan dari hasll penjualan harta tldak mencukupl untuk metunaal utang pajaknya; 
d. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan tagi karena: 

1. Wajib Pajak/penanggung Pajak plndah alamat dan tidak mungkln diketemukan lagi 
berdasarl<an Surat Keterangan darl Kepala Llngkungan/Ousun mengetahul kepala 
kampung; 

2. Wajlb Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk setamanya 
berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala llngkungan/Ousun mengetahul Kepala 
Kampung. 

(3) Wajlb Pajak/penanggung Pajak yang tldak dapat dltaglh lagl aebagalmana dlmaklud pada 
ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kepala 
Kampung setempat selama 14 (empat betas) hari kerja. 

tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kedaluwarsa. 



Pasal46 
(1) Kepala Oinas Pendapatan Oaerah menyampaikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana 

dlmaksud dalam Passi 45 ayat (2) kepada Kepala Baglan Keuangan Sekretartat Daerah 
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah. 

(2) Petlkan Keputusan Bupatl sebagalmana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Bidang 
Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah segera mengadministrasikan dan menghapus 
piutang pajak dari daftar plutang pajak daerah. 

Pasal45 
(1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Oaerah yang telah dilakukan 

penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Kepala Dines Pendapatan Oaerah 
mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati. 

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputuaan Bupatl. 

Pasal 44 
(1) Hasil penelitlan Tim sebagalmana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disampaikan kepada 

Kepala Dlnas Pendapatan Daerah dalam bentuk laporan. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : 

a. nama Wajll> Pajak dan Penanggung Pajak; 
b. alamat Wajib Pajak/penanggung Pajak; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak Oaerah (NPWPD); 
d. nomor dan tanggal STPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat 

Keputusan Keberatan/Surat Keputusan · Pengurangan, Penghapusan Sanksi 
Administratif berupa kenaikan bungs dan/atau denda; 

e. Jenls Pajak; 
f. tahun Pajak; 
g. besamya plutang pajak yang akan dlhapuskan atau yang akan dlcanangkan untuk 

dihapus; 
h. . tlndakan penaglhan yang pernah dilakukan; 
I. alasan dlhapuskan atau dlcadangkan untuk dihapuskan; dan 
j. keterangan hasll penelitian administrasi dan penelitian lapangan. 

Pasal 43 
(1) Kepala Oinas Pendapatan Oaerah setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan 

Oaftar Cadanga'l Plutang Pajak secerJ.1 11embentuk Tim untuk melakukan penelitian 
terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang 
Pajak. 

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati. 
(3) Oalam hal tertentu Kepala Oinas Pendapatan Daerah dapat memerintahkan Penyidik 

Pegawal Negerl Sipll Pajak Oaerah dan Juru Sita Pajak Oaerah untuk mend1mplngi Tim. 
(4) Oalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang dltert>itkan Dinas 

Pendapatan Daerah. 

(3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh : 
a. Bupati untuk jumlah sampal dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima millar rupiah); dan 
b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah untuk jumlah leblh dari 

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 



Pasal49 
(1) Surat keberatan dari Wajib Pajak dicatat dalam Buku Register. 
(2) Petugas pada Dlnas Pendapatan Oaerah berkewajlban mengumpulkan data pendukung 

yang berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan 
{3) Ataa kelengkapan pengajuan permohonan keberatan Wajlb Pajak dllakukan penelltlan 

dan/atau pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini 

(4) Pembahasan terhadap laporan hasll pemeriksaan dlrumuskan dalam Serita Acara Rapat 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini. 

(5) Kealmpulan dalam Serita Acara Rapat sebagolmana dimaksud pada ayat <•> dltuangkan 
dalam Keputusan Bupatl atas keberatan dapat berupa menertma seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang. 

(6) Keputusan Bupatl aebagalmana dlmaksud pada ayat (5) harus dltetapkan dalam Jangka 
waktu 12 (dua betas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima. 

(7) Keputusan Bupatl atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menolak, atau menambah besamya pajak yang terutang. 

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak 
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dlkabulkan. 

Pasal 48 
Pemeriksaan keberatan pajak dilakukan oleh Tim Pemeriksa Keberatan Pajak yang ditetapkan 
oleh Bupatl. 

Pasal47 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang dltunjuk 

atas suatu: 
a. SKPDKB; 
b. SKPOKBT; 
c. SKPOLB: dan 
d. SKPDN. 

(2) Syarat pengajuan keberatan adalah aebagal berikut : 
a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang 

jelas; 
b. melamplrkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN; 
c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran; 
d. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya; 
e. dlajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPOKB. 

SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu ltu tldak dapat dipenuhl karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah 
yang telah disetuj:JI Wajib Pajak. 

(4) Keberatan yang tldak memenuhl persyaratan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(5) Tend• pener1maan aurat keberatan yang diberlkan oleh Bupati atau Pejabat yang dltunjuk 
atau tanda penglriman surat keberatan melalul surat pos tercatat sebagai tanda bukti 
penerimaan surat keberatan. 

(6) Formullr Surat Keberatan adalah sebagalmana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan 
Bupati ini. 

BAB XII 
KEBERA TAN DAN BANDING 



SERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016 NOMOR 185 

.. - Diundangkar. di Bintuni 
pada tanggal 11 Maret 2016 

Pit. SEKRET ARIS D ERAH KAB TEL UK BINTUNI 

di Bintuni 
1 Maret 2016 I? 
Lj BINTUNI JI 

Ditetapkan 
pada tangg 
Pj. DUPAT 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni. 

Pasal52 
Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal51 
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak 
Hiburan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

BAB X111 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal50 
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap 
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. 

---·------------ 



t.: PJ. BUPAT 

Tanda Tangan 
Nama Jelas 

Bintuni, Tahun . 
Pemohon 

5. Tanda Buktl Diri 
6. No. don Tgl Tanda Bukti 

Dlri 
7. Surat lzin lain yang dimilikl (Photo Copy Surat lzln harap dilampirkan) 

- Surat lzin - No. - Tgl . 
- Surat lzln - No. - Tgl . 

8. Jenis Pajak : HIBURAN 

D PASPOR D KTP 

D WNA D WNI 

1. Nama Usaha . 
2. Nama Pemlllk /Pengelola 
3. Kewarganegaraan 
4. Alamat tempat tinggal 

DATA WAJIB PAJAK DAERAH 

,,,, ft st t 

01- 

Ke~d1: 
Yth .......•........•.............•... 

FORMULIR PENDAFTARAN WA.JIB PAJAK DAERAH 
SADAN I PEMILIK USAHA 

Nomor Formultr: 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ala mat TELEPON . 
Bintuni 

FORMULIR PENDAFTARAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor : 13 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

lampiran I 



.. 

LUrlNTUNI/ L' Pj. BUPA 

PERHATIAN: 
1. Kartu NPWPO Inf harap dlslmpan dengan baik, apabila hllang agar segera melapor ke Dines 

Pendapatan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni. 
2. Kartu lnl hendaknya dlbawa apablla Saudara akan membayar pajak berikutnya, etau melakukan 

transaksl dan berhubungan dengan lnstansi-instansi dalam Oaerah Kabupaten Teluk 1:3lntuni. 
3. Dalam Wajib Pajak pindah domisili ke Kabupaten/Kota diluar Kabupaten Teluk Bintuni supaya 

melapcr1<an. 

NIP. 

Bintuni, Tahun . 
a.n Bupati Teluk Bintuni 

Kepala Dinas Pendapatan Daer&h 

NPWPD 

ALAMAT 

NAMA 

KARTU PENGENAL NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) 
No Tahun . 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alamat TELEPON . 
Bintunl 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

Lampiran II 



i· Pj. BUP 

NIP. 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Apabila Wajlb Pajak sudah memenuhi kewajiban Perpajakan sebegalmana 
dlmaksud dlatas, maka Surat Inf dapat dlabalkan. 

Demikian untuk diperhatiken dan dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan 
terima kaslh. 

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Blntuni Nomor . 
Tahun Tentang Pajak maka kaml memberltahukan kepada Wajlb Pajak 
agar menyampaikan SPTPO beserta data pendukung yang benar dan lengkap serta 
melakukan pembayaran Pajak berdasarkan SPTPO paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
setelah berakhlmya mesa pajek. 

Berdasarkan hal tersebut dlatas. diberitahukan kepada saudara agar segera 
menyampaikan SPTPO beserta data pendukung yang lengkap dan benar untuk bulan 
............. tahun paling lambat tanggal ( ) bulan tahun .. 

Apabila SPTPO tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dlatas, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dlhltung darl Pajak yang kurang atau terlambat dlbayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak. 

Apablla kewajlban menglsl SPTPD tldak dlpenuhl, Pajak yang terutang dihltung 
seeara Jabatan dan dlkenakan sanksl admlnistrattf berupa kenalkan sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau ter1ambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (due puluh empat) bulan dlhitung sejak saat terutangnya 
Pajak. 

..... , . 

Bintuni, Tahun . 
Kepada: 

Yth. Manajemen . 
NPWPO: 
Alamat: 
Di- 

Pembentahuanaeguran 
Nomor 
Lampi ran 
Pe mail 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN OAERAH 

JI. Alarnat TELEPON . 
Bintunl 

SURATTEGURAN UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD 

LAM BANG 
DAE RAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

Lampiran Ill 



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

LAM BANG 
JI. Alamat ............................ TELEPON ............ TAHUN Bintuni 

DAE RAH ........ 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 

PAJAK HIBURAN 
Masa : ................................................................ 

. 
Kepada: 

Yth . .......................................... 
······································· 
Di- 
;•••···1····1···,;···· 
.• ,.., ss:cneereettttt 

PERHATIAN: ,. Harap dllsl dalam rangkap 2 (dua) ditulia dengan huruf cetak/dihtlk dilampirttan data pendukung transaksi, dari 
t.anggal dan bulan aeaual dengan Mau Pajak. 

2. Agar dilal dengan data yang jelaa, benar, dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampeikan kemball kepeda 
Dinas Pendapatan Oaerah Kabupaten Teluk Bintunl paling lambat 3 (tiga) hari aetelah berakhlmya masa Pajak 
Hlburan. 

3. Apablla kewajlban penglalan dan penyampalan tldak dlpenuhl maka penetapan pajak dlhltung aeeara jabetan dan 
dlkenakan sanksl admlnlstratlf berupa kenalkan sebesar 25% (dua puluh llma persen) dar1 pokok pajak dltambah 
bungs sebeaar 2% (dua persen). 

NPWPD : 
JENIS USAHA 
NAMA PEMILIKJPENGELOLA : 
ALAMA T USAHA PEMILIK: 
TELEPONIFAX 
PELAKSANAANPEMBUKUAN D MANUAL D KOMPUTER 

A. Dasar Pencenaan Pelak : Ro. 
B. Palak terutana <Tarlf Palak 10 % x A) : Re. 
C. Palek vane harua dlbavar : Ro. 
D. Palek vana telah dlbavar : Ro. . - 
E. Palak vana kuranallebih bavar : RP. 

Bintuni, .................. Tahun .......... 
PEMILIK/PENGELOLA 

.............................................................. 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK OAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
Tanggal .11 Maret 2016 

Lampiran IV 



# PJ. BUPArt7 BINTUNI r 
ISHA\HALLATU 

NIP. 
... ,., ,, ,, , .,,, ,,,:·· 

MENGETAHUI, 
SETELAH OIPERIKSA OLEH 

KEPALA BIOANG . 

DITERIMA TANGGAL 
NAMA PETUGAS 
TANDA TANGAN 

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA 

NO. CASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) 
1 TONTONAN FILM 
2 PAGELARAN KESENIAN, MUSIK, TARI DAN/ATAU SUSANA 
3 KONTES KECANTIKAN, BINARAGA DAN SEJENISNYA 

" PAM ERAN 
5 SIRKUS, AKROBAT DAN SULAP 
6 PERMAINAN BILYAR, GOLF DAN BOLING 
7 PACUAN KUDA, KENDARAAN BERMOTOR DAN PERMAINAN 

KETANGKASAN 
8 PANTI PIJAT, REFLEKSI, MANOI UAP {SPA), PUSAT 

KEBUGARAN (FITNESS CENTRE) 
9 OISKOTIK, KARAOKE, KLAB MALAM DAN SEJENISNYA 
10 PERTANDINGAN OLAH RAGA 
11 LAIN-LAIN 

JUMLAH 

OASAR PENGENAAN PAJAK 
BULAN: TAHUN: . 



NIP. 

Bintuni, Tahun .. 
a.n Kepala Dines Pendapatan Daerah 

Kepala Bidang . 

PERHATIAN: 
1. Pembtiyaran ataa p1Jak teMang dllakukan pada Bendahara Pener1ma Olnas Pendapatan Oaerah Kabupaten 

Teluk Blntunl dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPO). 
2. SKPDKB dlnyatakan LUNAS jika telah disahkanlvalidasi Kas Register atau capltanda tangan Pejabat. 
3. Apablla SKPOKB lnl tldak atau kurang dlbayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tlga puluh) han sejak SKPOKB 

lnl dlterbltkan dlken1lc1n aenkel admlnlstnitif bel'\ffla bunoa 2% (dua persen) oer bulan. 

Dengan huruf: 

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun tentang Pajak telah 
dllakukan Pemenkaaan atau Kettrangan Lain ataa petakaanaan kewajiban Wajib Pajak. 

II. Oart Pemefikuen atau Keterangan Lain te"ebut dlataa, Penghltungan Jumlah yang maslh han.11 dlbayar adalah 
aebagal berikut: 
1. Oasar Pengenaan Pajak Rp. 
2. Pajak yang terutang Rp. 
3. Kredit Pajak: 

a. Kompensansi kelebihan pembayaran Rp. 
b. S•toran yang dilakukan Rp. 
e. Lain-Lain R~P=·----- 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) Rp. 

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) Rp. 
5. Sankai admlnlstratif 

a. Sunga Rp. 
b. Kenalkan Rp. 
o. Jumlah aanksl admlnlstratlf (a+b) Rp. 

e. Jumlah yang maslh harus dlbayar ('4 + 5c) R . ...,o ... _ 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPO 
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

LAM BANG 
OAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alam at TELE PON . 
Bintuni 

NO URUT 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) 
MASA . 
TAHUN 

A SURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH KURANG BAYAR 

Peraturan Bupati T eluk Bintuni 
Namer 13 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

Lampiran V 

----. --·---·---------- 



NIP. 
.... , ······ . 

Blntunl, Tahun : ... 
a.n Kepala Dinas Pendapatan Oaerah 

Ke pa la Bldang , 

PERHATIAN: 
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Oaerah Kabupaten 

Teluk Blntunl dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 
2. SKPOKBT dlnyatakan LUNAS Jllul telah di.ahkanlvalldul Kea Register atau capltanda tangan Pejabal 
3. ApabHa SKPDKBT lnl tldak atau kurang dibayar setelah tewat waktu paUng lama 30 (tlga puluh) hari ae)ak 

SKPDKBT lnl diterbitkan dikenakan sanksi admlnistratif beruoa bunoa 2% (dua oersen) eer bulan. 

Rp. 
Ro, 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA PEMIUKJPENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

I. Berdaaarkan Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun tentang Pajak telah 
dllakukan Pemertkuan atau Keterangan Lain ataa petaksanaan kewajlban Wajlb Pajak dan telah dltemokan data 
baru/atau data yang aemuta belum terungkap. 

II. Dari data baru/atau data yang semula belum terungkap, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah 
sebagalberikut: 
1. Dasar Pengenaan Pajak 
2. Pajak yang terutang 
3. Kredit Pajak: 

a. KompenNn11 keleblhan pembayaran 
b. Setoran yang dilakukan 
c, Lain-Lain 
d. Jumlah yang dapat dlkredltkan (a + b + c) 

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) 
5. Sankal admlnlstr.ittf . 

a. Bungs 
b. Kenalkan 
c. Jumlah aanksl admlnlstratlf (a+b) 

6. Jumlah yang maslh harus dlbayar (4 + 5c) 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 
(SKPOKBl) 

MASA 
TAHUN 

Oengan huruf: 

--------·-- -------- 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Ala mat TELEPON . 
Bintuni 

LAM BANG 
OAERAH NOURUT 

B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYARTAMBAHAN 



( ·Pj. BUPAT 

NIP. 

Bintuni, Tahun .. 
a.n Kepala Dlnas Pendapatan Datrah 

Kepala Bidang , 

I. Berdasart<an Perda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun tentang Pajak telah dilakukan 
Pemenkaaan eteu Keterengan Lain ataa pelakaenaen kewajiban Wajlb Pajak. 

II. Dari Pemer1ksaan atau Keterangan Laln tersebut dlatas, Penghltungan jumlah yang maelh harus dlbayar adalah 
sebagal berikut: 
1. Daaar Pengenaan Pajak Rp. 
2. Pajak yang terutang Rp. 
3. Kredit Pajak: 

a. Kompensansl keleblhan pembayaran Rp. 
b. Setoran yang dllakukan Rp. 
e, Lain-Lain Rp. 
d. SPTPD (Pokok) R;..;.,P=·---- 
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c+d) R . ...,p=·---- 

4. Jumlah yang malih tuirus diblyar (2 -3e) Rp, NlHIL 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) 
MASA . 
TAHUN 

LAM BANG 
DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENOAPATAN OAERAH 

JI. Alam at TELE PON . 
Bintuni 

NO URUT 

C. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL 



I ELUK BINTUNI f 
I 

,, Pj. BUP 

NIP. 

Bintunl, Tahun . 
a.n Kepala Oinas Pendapatan Daerah 

Ke pa la Bidang ....................• 

PERHATIAN: 
1. Pembayaran etas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Oinas Pendapatan Oaerah Kabupaten 

Teluk Bintunl dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPO). 
2. STPD dlnyetakan LUNAS Jlka telah dlsahkanlvalidasl Kas Register atau capltanda tangan Pejabat. 
3. Apablla STPD Int tldak atau kurang dlbar-r .etelah lewat wai<tu paling lama 30 (tlga puluh) hari aejak STPO inl 

dlterbl1kan dlkenakan aankal admlnlatratlf beruoa bunga 2% (dua oeraen) eer bulan. 

Dengan huruf: 

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun tentang Pajak telah dilakukan 
Penelitlan dan/atau Pemenkaaan atau Keterangan Lain ataa pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. 

II. Dari Penelltlan dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebu1 dlatas, Penghltungan jumlah yang masih 
harus dibayar adalah sebagai berikut: 
1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 
2. Sankal admtnletraUf 

a. Bunge Rp. ----- 
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) ... R ..... p. _ 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN OAERAH 

JI. Alam at TELE PON . 
Bintuni 

NOURUT 

SURAT TAGIHAN PAJAK OAERAH (STPO) 
MASA . 
TAHUN 

SURATTAGIHAN PAJAK OAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
Tanggel 11 Maret 2016 

Lampiran VI 



/.:PJ. BUPAT T LU7BltrrlJNI;:;; 

ISHA L. HALLA TU 

Lembar 3 : untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan 
Lem bar <4 : untuk mlp 

11 Berl tanda X pada kotak 
71 Coret yang tldak per1.t 
SSPD lnl ber1aku Mtelah Cek/BG dapat dlcalrbn 

Lembar 1 : untuk Pemohon/Penyetor 
Lemt>.r:? : untuk BKP 

NIP. 

Bintuni, Tahun . 
KASIR PENERIMA 

: Masa Pajak Tahun . 

: (Tunal/ Cek I BG I Transfer) :i, 

: Rp. 

C::J SPTPO 

C::J SKPOKB 

C=:J SKPOKBT 

C:J STPD 

.. 
I I I I I I I I I I I I I 

C:J SK Pembetulan 

C:J SK Keberatan 

CJ lain-lain 

Nom0<: 

SURAT SETORAN PAJAK OAERAH (SSPO) 

PENYETOR, 

Jenis Pembayaran 
No. Cek/BG 
Tgl. Cek/SG!Transfer 

Guna Pembayaran 

Dengan huruf 

Menyetor Berdasa~an 1> 

NPWPD 

Jenla Pajak : 
Nsma Usaha/Perusahaan 
Ala mat 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENOAPATAN OAERAH 

JI. Ala mat TELEPON .•.......... 
Blntunl 

LAM BANG 
DAE RAH 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
T anggal : 11 Maret 2016 

Lampiran VII 



NIP. 

Hormet Saye, 
Pemohon 

Tenda Terima 
a.n. Kepala Olnes Pendapatan Daerah 

Kepala Bldang , 

Oemlklan permohonan aaya dengan harapan dapat dl~nuhl. 

Alaaan pengajuan ~rmohonan Angauran lnl : 

JUMLA,: ,.;,~:::.3URAN 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rlnclan Anggaran 
TANGGALPENYf:TORAN 

Tgl. . 
Tgl. . 
Tgl. x : 

Oengan Int saya mengaJukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut dlatas dapat disetor dengan cara 
angsuran sebanyak ( ) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling 
lambat tanggal . 

Mengakul malltt mempunyal utang paJak ata1 SKPOKB/SKPOKBT/STPO/Surat Keputusan Pembetulan/Surat 
Keputuaan Keberatan/Putuaan Banding j No bulan tahun .. 
Jumlah : Rp. 
Oengan huruf : 

....................................... Telp . Ala mat 

D 

....................................... Telp .. 

Oengan hormat 
Saya yang bertanda tangan 
dibawah lni 

Nama 
Pemllik/Pengelola 
Ala mat 

Bertlndak untuk dan atas 
nama 

Nama 
Usaha/Perusahaen 
NPWPD 

.......... , Tahun . 
Kepada: 

Yth. Bupati Teluk Bintuni 
Up. Kepala Olnas Pendapatan 
Daerah 
Di- 

Perihal : Permooonan Angsuran 
Patak , .. ,111 .. 1111111111111•·111 

A SURAT PERMOHONAN ANGSURAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

Lampiran VIII 



.. 

ISHAK • HALLA TU 

J Pj. BUPATI ti BINTUNI/' 

NIP. 

Honnat Saye, 
Pemohon 

Tande Terfma 
a.n. Kepala Olnas Pendapatsn Daerah 

Kepela Bldang ......... , 

Demlklan pennohonan saya dengan harapan dapat dlpenuhl. 
··········································································································.···························································· 
··························································································································································································· 
Alasan pengajuan pennohonan Penundaan Pembayaran ini : 

Oengan lni saya mengajukan pennohonan penundaan pembayaran atas SKPDKB/SKPOKBT/STPO/Surat 
Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding *} No bulan tahun .. 
Yang akan jatuh tempo pada tanggal agar kiranye tanggal hatuh tempo dapet diperpanjeng/ditunda hingga 
tanggal . 

....................................... Telp .. Ala mat 

D 

....................................... Telp .. 

Oengan honnat 
Seya yang bertanda 
tan~an dlbaw1h ini 

Nama 
Pemllik/Pengelola 
Ala mat 

Bertlndak untuk den 
etas name 

Nama 
Usaha/PeNsahaan 
NPWPD 

.......... , Tahun . 
Kepada: 

Yth. Bupeti Teluk Bintuni 
Up. Kepala Olnas Pendapatan 
Daerah · 
Di· 

Pennohonan Penundaan Pembayaran 
Patak • .,,., ,. 111111111111111111 • 

Perihal 

B. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBA YARAN 



HonnetSaya 
Pemohon 

NIP. 

Tanda Terime 
a.n Kepala Dines Pendapatan Oaerah 

Kepala Bidang . 

2. Jlka pemyataan pembayaran pada angka 1 (aatu) dlatas tidak saya penuhl, maka penagihan dilakukan dengan 
Surat Paksa, tanpa pemberitahuan ter1ebih dahulu. 

Jml. Atlgturan 
Rp. ················· 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

Blaya Adm. I Sunga 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

Ang1uran Pokok 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 

Pembay111ran Ang1u111n 
a. Tgl. Angsuran I 
b. Tgl. Angsuran II 
c. Tgl Ang,uran Ill 
d. Tgl. Angauran IV 

a. SKPDKB No tgl. . 
b. SKPOKBT No tgl. . 
c. STPD No tgl. . 
d tgl. . 
e tgl. . 

, . Oengan Int m1ny1tak1n telal'I mtnyampalkan perrnohonan angauran pembayaran utang paJak pada tanggal 
........... sebanyak ( ) kall angsuran. Temadap Surat Ketetapan Pajak yang telah dit~ 

: Telp . 

:D 

: ························································ Telp . 

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN 

Ala mat 

NPWPD 

Bertindak untuk dan atas nama 
Nama Usaha/Perusahaan 

Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama Pemilik/Pengelola 
Alamat 

PEMERI~ ,Ari i<ABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alam at TELEPON . 
Bintuni 

LAM BANG 
DAE RAH 

A. SURAT PERJANJIAN ANGSURAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

Lampiran IX 



NIP. 

HormatSaya 
Pemohon 

Tanda Ter1ma 
a.n KeP81• OinH Pendapatan 0Hrah 

Kepala Bidang . 

1. Oengan lnl meny•taktln tel•n meny•mpalkan permononan penundaan pembayar•n utang P•J•k pada tanggal 
................... temadap SKPOKB/SKPDKBT/STPO/Surat Keputuaan Pernbetulan/Surat Keputusan 
Keberatan/Putusan Banding j Nomor Ja~h tempo tanggal . 

2. Berdaumn permononan dlataa m•k• telan dlsepakatl bahwa pembayaran ata1 utang P8Jak dlatn dltunda 
pembeyarannya aampal dengan tanggal . 

3. Jlka pemyataan P4ifllbayaran pada angka 2 (dua) diatas tidak saya penuhl, maka penaglhan dilakukan dengan 
Surat Pakaa, tanpa pemberttahuan ter1eblh dahuiu. 

: Telp .. Ala mat 

DI I I I I I I I I I I I I I NPWPD 

Bertlndak untuk dan atas nama 
Nama Usaha/Perusahaan 

: Telp . 

Yang bertanda tangan di bawah lni 
N•m• Pemilik/Pengelola 
Ala mat 

SURAT PERSETUJUAN PENUNOAAN PEMBAYARAN 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alamat TELEPON . 
Bintuni 

B. SURAT PERSETUJUAN PENUNOAAN PEMBA YARAN 



LiBINTUNI f t- Pj. BUPA ' - .... - .. 

j Coret yang tldlk per1u 

NIP. 

Bintuni, Tahun . 
Kepala Olnas Pendapatan Oaerah 

Demlkian agar Saudara maklum adanya. 

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat 
Permohonan Angsuran I Penundaan Pembayaran •) Saudara tertanggal Nomor . 
.. .. dengan sang at menyesal tldak dapat kaml penuhl. 

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN I 
PENUNDAAN PEMBAYARAN ") 

Nomor: .. 

···············: 

Kepada: 
Yth. Bapakllbu/Sdr. 
Di- 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENOAPATAN DAERAH 

JI. Alam at TELEPON . 
Bintuni 

C. SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN 



L. PJ. BUPATI {e .. UK ~INTUNt/ 

·~~J :(_ .. 
·) Coret yang tidak per1u 

NIP. 

PERHATlAN Blntunl, Tahun . 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

PAJAK HARUS OILUNASI DAI.AM JANGl<A WAKTV 7 
(T\JJUH) HARi 8ETELAH TANOGAL SURAT 
TEOURAN INI. SESUOAH BATAS WAKTV ITV, 
TINOAXAN PENAGIHANAKAN OILANJVTl<AN 
OENGANPENYERAHANSURATPAKSA. 

Setelah kaml mempelajari dan mempertlmbangkan dengan lnl dlberttahukan bahwa Surat 
Permohonan Angsuran I Penundaan Pembayaran •) Saudara tertanggal Nomor . 
.. ... ..... ...... ... .... ... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi. 

Dengan huruf : ( ) 
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah 
Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja aetelah tanggal Surat Teguran ini. 
Oalam hal Saudara tehth melunaal Tunggakan tersebut dlataa, dlmlnta agar Saudara aegera melaporkan kepada 
Bldang Penaglhan Olnes Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 

Jenis Pajak Tahun Tanggal Jatuh Jumlah 
Tempo Tunggakan 

Rp. 

Nomor Dan Tanggal 
SKPOKB/SKPDKBT/STPD/SK 

Keberatan/SK Pembetulan/Putusan 
Sandino•) 

Jumlah 

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuari sebagal berikut : 

Nama Usaha/ 
Perusahaan 
NPWPD CJ I I I I I I I I I I I I I I 
Ala mat 

SURAT TEGURAN 

.... , . 

............. , Tahun . 
Kepada: 
Yth. Bapak/lbu/Sdr. 
Di- 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alamat TELEPON .. 
Blntuni 

SURAT TEGURAN 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 

Lampiran X 

' .... - 



ISHAK 

j Coret yang tldak pertu 

Honnet Saye, 
Pemohon 

Demlklan permohonan inl dibuat agar dapat disetujul, ates pertimbangannya saya ucapken terima lcasih. 

. . .............................................................................. , . 
Jumlah 
Dengan huruf 
Oengan alesan 

: Rp. 

Oengan lni mengejukan permohonen pengurangan atau penghapusan sankal admlnlatratlf I pennohonan 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajek ") atas SKPDKB/SKPOKBT/SKPONISKPDLB j No bulan 
.......................... tahun . 

: Telp . Ala mat 

NPWPD :0 

Bertlndak untuk dan atas nama 
Nama Usaha I Perusahaan 

: Telp ......................•. 

Oengen hormet. 
Saye yang bert.anda tangan di bawah lnl 

Name Peml:lk I Pengelola 
Alam at 

............... , Tahun . 
Kepede: 

Yth. Bupatl Teluk Blntunl 
Up. Kepala Olnaa Pendapatan Oaerah 
Di- 

Blntuni 

: Pennoho,\80 Pengurangan atau Perin1-i,n,·,;an 
Sank.al Admlnlatratlf I Pennohonan Pengurangan 
Ateu Pembetalan Ketetapan Pajak ") 

Nomor 
Lampiren 
Perihal 

PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS I ADMINISTRA TIF DAN 
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

Lampiran XI 



f.Pj. BUPATIALUK 'INTUNI r 
. ~I . 

Hormat Saya, 
Pemohon 

•) Coret yang tidak per1u 

Oemlklan pem,o!,onan lnl·d;L .aga.-dapai.dlsetujul,· ata,.pertlmbangannya .saya ueapl<on.tarima.kaalh. 

:R1 . 
Jumlah 
Oengan huruf 
Oengan alasan 

Sesuai dengan SK Keberata utusan Banding/Kelebihan Pembayaran atas SPTPO j No .. 
bu Ian tahun . .. . 
Dengan Inf mengajukan p.9 ohonan pengemballan kel~blt-an pembayaran pajak. 

:0 
: Telp .. 

Bertlndak untuk dan etas na a 
Nama Usaha I Perusa aan 

NPWPO 
Alam at 

: Telp . 

Dengan hormat, 
Saye yang bertllnda tangan 

Nama Pemlllk I Penge 
Alamat 

: Pennoho I Pengembalian Keleblhan 
Pembaya n Pajak 

............... , Tahun . 
Kepeda: 

Yth. Bupltl Teluk Bintunl 
Up. Kepala Oinas Pec,dapatan Oaerah 
Oi- 

Bintuni 

Nomor 
l.ampiran 
Perlhal 

PERMOH NAN PENGEMBALIAN KELE61HAN PEMBAYARAN PAJAK 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
T anggal 11 Maret 2016 

Lampiran XII 



ISHAK • HALLATU 

l· Pj. BUPATI ;E LUK INTUNI .f' 
- 

NIP. 

Blntunl, Tahun . 
a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Kepala Bidang , 

PERHATIAN: 
Pengemballen Keleblhan Pembayaren Pajak dllakuken pada Kas Oaerah dengan menggunaken Surat Perintah 
Membayar Keleblhan Pajak (SPMKP). 

Oengan huruf: 

I. Berdasarbn Parda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun tentang Pajak telah 
dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. 

II. Dart Pemertksaan atau Keterangan Lain teraebllt dlatas, Penghltungan Jumlah leblh beyar yang aeharuanya tldak 
terutang edelah aebegel berikut: 
1. Desar Pengenaan Pajak Rp. 
2. Pajak yang terutang Rp. 
3. t<redlt Pajak: 

a. Setoran yang dilakukan Rp. 
b. Lain-lain Rp. 
e. Dlkurangl uteng pajak .._.Rp._., _ 
d. Jumlah yang dapat dlkreditkan (a + b - c) Rp. 

'4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2) Rp. 
5. Sankal admlnlstratlf 

d. Bunge Rp. 
e. Kenaikan =R._p_. _ 
f. Jumlah aanksi admlnistratif (a+b) Rp. e. Jumlah leblh bayar yang 1eharu1nya tidak terutang R ... p _ 
('4 + !le) 

NAMA 
ALAMAT 
NPWPD 
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 
TANGGAL JATUH TEMPO 

TAHUN i 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
OINAS PENOAPATAN OAERAH 

JI. Alamat TELEPON .. 
Bintuni 

NOURUT 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPOLB) 
MASA . 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR 

Peraturan Bupati T etuk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
Tanggal 11 Maret 2016 
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PENDAPAT KORE KS I 
NO. URAIAN WA.JIB FISKUS I LEBIH KU RANG KETERANGAN 

PAJAK 
NILA! PAJAK 

- 
SKPD PERIODE 

PE RIO DE: SEBELUMNYA: 

KESIMPULAN: 

.. JENIS USAHA 
PERIODE PAJAK 
TAHUN 

NAMA WAJIB PAJAK 
NPWPD 
ALAMAT 
TGL. PEMERIKSAAN 

C. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (LHPPD) 

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (LHPPD) 

Tanggal: 
Olpertksa Oleh: 

Tanggal: 
Olbu1t Oleh: 
1. 
2. 
3. 

NO. URAIAN DASAR PENGENAAN TARIF UTANG PAJAK KETERANGAN PAJAK DAERAH <DDPDl PAJAK DAE RAH 

TGL. PEMERIKSAAN 
JENIS USAHA 
PERIODE PAJAK 
TAHUN 

NO. KKPO 
NAMA WAJIB PAJAK 
NPWPD 
ALAMAT 

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK OAERAH 
(KKPO) 

B. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (KKPD) 

Tuiuen Pemeriksaen Sesaran Pemeriksaen Proorem Pemeriksaen No. 

NAMAWP 
NPWPD 

PROGRAM PEMERIKSAAN PAJAK OAERAH 

A PROGRAM PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

Peraturan Bupati T eluk Bintuni 
Nemer 13 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 
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NO. W;ASA PAJAK Nil.Al SSPD WAKTU PENYETORAN KETERANGAN lRnl 

) 
~ 

NAMA WAJIB PAJAK 
NPWPD 

REKAPITULASI SSPD 

E. REKAPITULASI SSPD 

Tanggal: 
Olperikaa Oleh : 

Mangetahui/Menyetujui 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Tanggal: 
Dlbuat Oleh : 
1. 
2. 
3. 

N MASA PERINCIAN PENJUAlAN WAKTV 
0. PAJAK KAMAR MAK/Ml~ TELEPON LAUN ORY HIBURAN LAIN- TOTAl SERVICE OPP PAJAK PENYAMPAIAN LAIN 

j 

NAMA WA.JIB PAJAK 
NPWPO 

REKAPITULASI SPTPD 

0. REKAPITULASI SPTPD 

Tanggal: 
Dlperlkaa Oloh : 

Mengetahui/Menyetujul 
Kepala Oinas Pendapatan Daerah 

Tanggal: 
Olbuat Oleh : 
1. 
2. 
3. 

- ·-- ....;... _ 



ISHA 

( ) ( ) 

Pemerikaa Pajak Daerah 
( ) Saksi-saksi 

Wajlb Pajak Oaerah 
( ) 

.............................................................................................................. ). 

Demlklan Serita Acara Pemeriksaan lnl dibuet dengen aebenamya untuk dipergunakan aebagaimana 
mestlnya. 

Sesual dengan Laporan Hasll Pemeriksaan Pajak Oaerah (LHPPO), besamya Pajak tervtang periode 
............. Tahun aebeur Rp (terbllang 

Pada hari ini tanggal bulan tahun pemeriksa Pajak 
Daerah Dines Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, telah melakukan 
pemeriksaan tertiedep : 

Nama Wajib Pajak 
NPWPD 
Ala mat 

SERITA ACARA PEMERIKSAAN PAJAK OAERAH 

LAM BANG DAE RAH 
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 

OINAS PENOAPATAN OAERAH 
JI. Alam at TELE PON . 

Bintuni 

F. SERITA ACARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

------·"•' ~••• ••R _ 



t·Pj. BUPAT~ELUK BINTUNI r . \ I . I~ 

Hormel Saye, 
Pemohon 

*) Corel yang tidak pertu 

Demlklan permohonan lnl dlbuat agar dapat dlsetuJul, ates pertlmbangannya aaya ucapkan ter1ma kaalh. 

······································································································(······ .. ········· 
. ························································································································· 
: Rp. Jumlah 

Oengan huruf 
o,ngan ., ... n 

Dengan lnl mengajukan Surat Permohonan Keberatan ataa Pajak Hiburan ben<aitan dengen 
SKPOKBISKPOKBT/SKPDLB/SKPDN *) Nomor , .. : Tahun . 

: Telp T . 

:0 

: Telp , . 

Bintuni 

............... , Tahun . 
Kepada: ~ 

Yth. BupaU Telu Bintunl 
Up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Di - 

NPWPD 

Alamat 

Bertlndak untuk dan atas name 
Name Usaha / Perusahaan 

Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan di b8Yl8h inl 

Nama Pemlllk I Pengelola 
Ala mat 

SURAT KEBERATAN 

: Permohonan Keberatan 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
Tangg~I 11 Maret 2016 

Lampiran XV 



ISHAK 

4. Pj. BUPATI 

NIP NIP. 

Bintuni, Tahun . 
Kepala Bidang ............• Kepala Sekai ...............................• 

.............................................................................................................. 
3 

. . 
2. 

Dengan halil Hti.gaf berikut 
1. . . 

· Telp . 

:0 

Bertlndak untuk dan l'tas n1ma 
Nama Usaha/Perusahaan 

NPWPO 
Ala met 

: Telp . 
Nama Pemillk/Pengelola 
Ala mat 

Berdasarbn Surat Pennohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor Tanggal Telah 
melakukan Penelitian/Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak : 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 
Nomor: 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alam at TELE PON . 
Bin tun I 

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

Peraturan Bupati Teluk 
Nomor 13 Tahun 
Tanggal 11 Maret 2 

Lampiran xvt 



l: Pj. BUP 

") Core1 yang Udak pertu 

Kepala Bidang , Pemilik/Pengelola, 
Bintuni, Tahun . 

································································································································ 
································································································································ 
................................................................................................................................ ························································································:······································· 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ Oengan k~mpulan sebagai berikut: 

: Telp . Ala mat 

NPWPD :0 
Bertlndak untuk dan atas nama 

Nama Uaaha/PeruMhaen 

: Telp . 
Nama Pemllik/Pengelola 
Ala mat 

Pada hart lnl tanggal bulan tahun Tim Pemerikaa Permohonen Keberatan Pajak 
Olnaa PendaJ)lltan Oaerah Kabupaten Teluk Blntuni telah meilakukan pembahasan Permohonan Keberatan Pajak 
atas data pendukung SKPDKBISKPOKBT/SKPOLB/SKPON •) Nomor Tahun . 
Berdaaarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor Tanggal terhedep 
Wajib Pajak : 

SERITA ACARA RAPAT TIM PERMOHONAN KEBERATAN 
Nomor: 

LAM BANG 
DAE RAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Alam at TELEPON . 
Bintuni 

BERITAACARA RAPAT KEBERATAN 

Peraturan Bupatl Teluk Bintuni 
Nomor 13 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

Lampiran XVII 

.. ~ 

.. 


